
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANGMILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa Penggolongan Barang Milik Daerah yang semakin

Mengingat :

berkembang dan kompleks, perlu dikelola secara
optimal;

. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaanb.

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah
perlu)§ mengatur mengenai Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah;

. bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimanad.
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

1

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015



Menetapkan :

tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

6.

~]

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547};Tr

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2083);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung Nomor 2}.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN

KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.



Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan_ secara

sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek rincian objek,
sub rincian objek dan sub - sub rincian objek.
Kodefikasi Barang adalah pemberian kode Barang Milik Daerah
sesuai dengan penggolongan masing — masing Barang Milik
Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Kodefikasi Barang;
b. kode lokasi; dan
c. kode register.

(1)

(2)

(3)

BAB II]

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode
rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub sub rincian

objek Barang Milik Daerah.

Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub — sub rincian

objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pasal4
Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
meliputi:
a. level 1 menunjukkan kode akun;1

b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
. level 3 menunjukkan kode jenis;Cc

d. level 4 menunjukkan kode objek;4

e. level S menunjukkan kode rincian objek;
level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan6f.

g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.7

BAB IV

KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
menggambarkan lokasi masing - masing Barang Milik Daerah.

(2)

(3)

Pasal 6

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5meliputi:
a. barang milik Pemerintah Pusat (kode 00);
b. barang milik Pemerintah Daerah provinsi (kode 1 1);
c. barang milik Pemerintah Daerah (kode 12);dan
d. barang milik lainnya (kode 13).
Kode lokasi barangmilik pemerintah daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk
memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Daerah dan

penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
Kode lokasi barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk
memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Daerah dan

penyajian neraca Pemerintah Daerah.
Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufa, hurufc, dan hurufd, digunakan oleh pemerintah provinsi
apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik
Pemerintah Daerah, dan barang milik lainnya yang berada pada

(1

b

Cc

(4

pemerintah provinsi.



(1)

(2)

(2)

Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, hurufb, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah
apabila terdapat barang milk Pemerintah Pusat, barang milik
pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada

(3)

Pemerintah Daerah.

BAB V
KODE REGISTER

Pasal 7

Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

meliputi:
a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register
dalam bentuk kode batang (bar code).

Setiap Barang Milik Daerah diberikan label kode register
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:

(3)

a. persediaan;
b. Aset Tetap Renovasi (ATR};
Cc. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
d. akumulasi penyusutan;
e. akumulasi amortisasi;
f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan

g. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur
Kalimantan Utara/Bupati.

Pasal8

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati in};

(1

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



(5)

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan
Bangunan tercantum dalam Lampiran II] yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3)

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan, Irigasi dan
Jaringan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4)

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB E) Aset Tetap Lainnya
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB F) Kontruksi Dalam
Pengerjaan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(6)

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB G) Aset Lainnya
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

(7)

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah pada Jenis Akumulasi Penyusutan tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(8)

BAB VII

PENDANAAN

Pasal9

Pendanaan pelaksanaan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan diVideng PaleJf
17 September 2020pada tangg

BUPATI TIDUNG

NDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 17 September 2020

KABUPATEN TANA TIDUNG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 40

SEKRETARIS DAERAH

SAI

LENOVO
Text Box
Ditetapkan di Tideng Palepada tanggal, 17 September 2020        BUPATI TANA TIDUNG,                      TTD            H. UNDUNSYAH

LENOVO
Text Box
              Diundangkan di Tideng Pale              pada tanggal 17 September 2020              SEKRETARIS KABUPATEN TANA TIDUNG,               TTD              SAID AGIL              BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG   TAHUN   2020   NOMOR   40




